PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ |gp /438.1.1.3/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Menimbang

Mengingat

| I

KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas,
merumuskan bahwa kegiatan manajemen dan rekayasa lalu
lintas merupakan tanggung jawab Bupati untuk jalan
kabupaten dan jalan desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo
tentang Tim Pelaksana Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa
Lalu Lintas Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
132), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun
2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indoanesia
Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6760);
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan  Perizinan Berusaha  Terintegrasi Secara
Elektronik;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 téentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
(Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6642);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010
tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-
Bagian Jalan;

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015
tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 834);

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2022 Nomor 3 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 119);

18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor
107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan DBelanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 3);

19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun
2022 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.
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Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum
dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari keputusan bupati ini.

Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah

sebagai berikut :

I. Pengarah:
memberikan arahan serta bimbingan kepada Tim Pelaksana
Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2023.

II. Koordinator:
mengkoordinasikan kepada Tim Pelaksana Kegiatan
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2023.

II. Bidang Teknis

a. melaksanakan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu
lintas di Jalan Kabupaten dan/atau Jalan Desa,
meliputi :

1. Perencanaan meliputi indetifikasi, inventarisasi dan
analisis arus lalu lintas, inventarisasi dan analisis
ketersediaan dan daya tampung jalan, penetapan
tingkat pelayanan serta penetapan rencana kebijakan
pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan
lalu lintas;

2. Pengaturan melalui penetapan kebijakan penggunaan
jaringan dan gerakan lalu lintas pada jaringan atau
jalan tertentu;

3. Perekayasaan meliputi pengadaan, pemasangan,
perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan
yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan;

4. Pemberdayaan melalui arahan, bimbingan,
penyuluhan, pelatihan, dan bantuan teknis;

S. Pengawasan meliputi penilaian terhadap pelaksanaan
kebijakan dan tindakan korektif terhadap kebijakan.

b. melakukan pengendalian lalu lintas pada ruas jalan dan
persimpangan di Jalan Kabupaten dan/atau Jalan
Desa;

c. membantu melakukan pemantauan dan pengawasan
pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu
lintas di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum
ketiga, kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah
diberikan honorarium setiap bulan, masing-masing sebesar
Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Membebankan honorarium sebagaimana dimaksud diktum
keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
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KEENAM :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari
2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal ¥\ Moy 2023

BUPATI SIDOARJO,
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LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ t8¢ /438.1.1.3/2023
TANGGAL: \1 Money 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU
LINTAS KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

Pengarah

Koordinator
Bidang Teknis
1. Ketua

2. Anggota

Bidang
Sekretariat

L.
2.

Bupati Sidoarjo
Wakil Bupati Sidoarjo

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan
Kabupaten Sidorjo

a.
b.

3

Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
Kepala Bidang Pengendalian Operasional dan
Bimbingan Keselamatan Dinas Perhubungan
Kabupaten Sidoarjo;

. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;

.Kepala Seksi Penyediaan Prasarana Lalu Lintas

Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;

. 1 (satu) orang wakil dari Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten
Sidoarjo;

1 (satu) orang wakil dari Satuan Lalu Lintas
Polresta Sidoarjo.

(tiga) orang staf Bidang Lalu Lintas Dinas

Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,

MUHDLOR




